
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 2 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIASmsmom ~ TAHW 201&
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai
65 huruf d Undang-Undang Nomor 23- Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. diamanatkan
bah,wa Kepala Daerah mempunyai tugas '

menyusun dan mengajukan rancangan
Pei&tuian Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Datrck . -^noangan
Pembahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan raftcangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama :



b. bahwa berdasarkan pertimbangaii
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014;

tentang

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Mengingat :

Tambalian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negai'a (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negaratentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lenibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ,

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang
Pernhangunan National (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Penmbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Sistim Perencanaan

Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomor i26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerali dan Retiibusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

10, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
PeraturanPembentukantentang

Perimdang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Lembaran
Republik Indonesia Ncmior bi. jU.

or: Negara
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11. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubalian Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan.

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dev/an
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taliun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
Perubahan
Pemerintah Nomor 24 Tahun
tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

21 Tahun 2007 tentang
Ketiga atas Peraturan

2004
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Taliun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Taliun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem tnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576),

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negai'a
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 icn-img Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoi 4578);
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19. Peratur&n Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelavanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593):

21. Peraturan Pemerintah Nomoi 8 iahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Rinerja Instansl Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
200 / to ntang Ooganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741):

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Penyeienggaraan
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24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemermtah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Daerah,Pengelolaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten

Keuang&n

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembenan Hibah dan Bancuan Sosiai
3^ang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah..
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan
Sosiai yang Be::slimier dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja D&ciaL.
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaraii Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah,

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12
Sen E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah. {Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011
Nomor 7 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
13 Tahun 2011 tentang Rencana
Pemhangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 I
(Lembaran Daerali Kabupaten Nias I
Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

32 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana
Bergulir yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 I
Seri El;
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
7 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2013 Nomor 7 Seri A);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2014 Nomor 3 Seri A}.

35. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun
2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias TaJhun 2013
Nomor 215 Seri Eh

36. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun
2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013
Nomor 216 Seri E);

37. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeraii
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun
2013 Nomor 217 Seri A):

38. Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun
2014 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tatum /xnggaran
2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2014 Nomor 121 Seri Ah
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

TENTANGMenetapkan : PERATURAN
PERTAHfQQWCWfAWiiiliSkK PSSLASSSANAASV
ANGGARAN PENDAPATAN ©AN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2014.

DAERAH

Pasal 1
(1|Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan lkhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
a. Pendapatan
b, Belanja

Surplus/(defisit) .
o. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp. 99.953.320.304,59
- Pengeluaran Rp. 985.000.000.00
Surplus/ (defisit)

Rp, 515.836.195.<878,36
Rp. 512.571.338.927,00

Rp. 3,264.856.951.36

Rp. 98.968.320.304.59
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Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnalcsud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.5.319.081.832,36 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan
b. Realisasi

Rp. 510.517.114.046.00
Rp, 515 836.195.878.36

Rp. 5.319.081.832,36Selisih lebih/ (kurang)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belania sejumlah
Rp.77.598.750.251,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran beianja

setelah perubahan
b. Realisasi

Rp. 590.170.089.178,00
Rp. 512.571.338.927,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp!?7.59S,750j251,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /defisit sejumlah
Rp. (72.279.668.418,64) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/ defisit

setelah perubahan
b. Realisasi

Rp. (79.652.975.132,00)
Rp. 3.264.856.951.36

Selisih lebih/ (kurang) Rp.(72 ,279.668.418,64}

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.(3.969.508.183,41) dengan rincian sebagai
berikut :
a. Anggaran penerimaan oembiayaan setelah

perubahan
b. Realisasi .

Rp 103 922 828.488,00
Rp. 99.953.320.304.59

Seiisih lebih / (k u r a n g) R p. (3.969.508.183,41)
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(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlali Rp.5.015.000.000.00 dengan rincian sebagai
berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubalian
b. Realisasi

6.000.000.000,00
985.000.000.00

Rp,

Rp.
5.015.000.000,00Selisih lebih/ (kurang),.. Rp,

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp.(1.045.491.817.00) dengan rincian sebagai
berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubalian
b. Realisasi ...

Rp. 97.922.828.487,59
Ro. 98.968.320.304.59

Selisih lebih / (kurang) ... Rp. (1.045.491.817,00)

F®i3i4i2 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
a. Jumlah aset
b. Jumiaii kewajiban ....
c. Jumlah ekuitas dana

Rp.1.861.046.502.145,83
Rp. 1.639.621.472,00
Rp.1.859.406.880.673,83

Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 1

2014 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2012 Rp. 100.274.227.070,59
b. Arus kas dari aktivitas operas?. ...... Rp, 161.363.167.597,36|
c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.
e. Arus kas dari aktivitas non

anggaran

Rp.(158.098.310.646,00)
(985.000.000,00) I

0,00Rp.
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f. Saldo kas akhir per 31 Desember
2014 Rp. 102.233.177.255,95

Pasal 6
Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat inTormasi balk secara
kuantitatif maupun kulitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 di atas tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 Ringkasan laoran realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemenntahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintalian daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara,

Lampiran L5 Daftar piodang daerah;
Lampiran 1.6 Daftar penyertaan Modal fareetasil daerah;
Lampiran l:r Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
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penambahan danLampiran I.S Daftar reaiisasi
pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1,9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai aJklnr tahun dan
dianggarkan kembali dalam taliun anggaran
berikutnya;

Lampiran 1.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran i, 11 Daftar pinjarnan daerah dan obligasi daerah.

Neracab. Lampiran II
c. Lampiran III Laporan arus kas
d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan

Daerah ini.
b Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Bupati Nias menetapkan Peraturan tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih Ianjut dari
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014.

P&saE 3.®
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan. penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

mengetahuinya, memermtahkan

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 120ktober 2015

BUPATI NIAS,

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 12 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABJJPATEN NIAS,

n? -

: YANUS LAROSA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 2/2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 NOMOR : 2 SERI : A
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